MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3),
Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4], Pasal 72, dan Pasal 77
gyal (2} Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendafltaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
MNegeri tentang Peraluran Pelaksanaan Peraturan Presiden
Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendeftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Momor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia MNomor 4674, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubshan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 fentang Administrasi  Kepoendudukan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);



Undanpg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 55679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 20129 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006
lentang Administras]i Kependudukan scbagaimena telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahen atss Undang-Undang MNomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 2015 Mamar 12);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PFRESIDEN NOMOR
06 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan  peristiwa
kependudukan dan  pendataan  penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan  berupa  kartu  identitas atau  surat
keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting
vang dialami oleh sesecrang dalam register Pencatatan
Bipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyvelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan — Sipil
Kabupaten/Kota vang selanjutnya disebut Disdukcapil
Kabupaten /Kota adalah perangkat daerah
kabupaten /kota selaku instansi pelaksana yang
membidangi urusan administrasi kependudukan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Eabupaten/Kota vyang selanjuinya
disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit
pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat
kecamatan ataw vang disebut dengan nama lain yang
berkedudukan di bawah Disdulkcapil Kabupaten/Kota.
Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar
Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia
dan konsulat Republik Indonesia.



10,
11.

14,
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14,

15.

Warga Nepara Indoncsia yvang sclanjutnya disingkat WNI
adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebaga
Warga Negara Indonesia.

Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

Warga MNegara Indonesia Bukan FPenduduk yang
selanjutnya disingkat WNI Bukan Penduduk adalah WNI
vang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Orang Asing adalah orang bukan WNIL

Momor Induk Kependudulkan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia,

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas kecluarga yang memuat data lenlang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru
adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat
membentuk keluarga bara, pergantian kepala keluarga,
pecah KE, perpindahan penduduk vang tidak didkuti
lkepala keluarga, rentan administrasi kependudukan
scrta  Orang Asing vang memperolch kewargancgaraan
Indonesia dan bagi WHNI VANE semula
berkewarganegaraan asing.

Eartu Tanda Penduduk Elekironik wyang selanjutnya
disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk wvang
dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Siatem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologin  informasi dan  komunikasi
untuk memiasilitasi pengelolaan informasi Administrasi



16,

1Y,

19:

20,

21

22,

.

Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Disdukcapil
Kabupaten / Kota sebagai satu kesatuan.

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA
adalah identitas resmi anak sebagal bukti dirl anak yang
berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang
diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.,

Surat Keterangan Pindah vang selanjutnya disingkat SKP
adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh
Pendudulk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/
provinsi lain, wang diterbitkan oleh Disdubeapil
Kabupaten/Kota  atau  unit  pelaksana  dinas
kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeni yang
selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan
vang wajib dimilili oleh WNI yang bermaksud pindah
atau menetap di luar negeri atau meninggallan tanah air
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturul-turut atau
lebih, vang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten /Kota.
Dokumen  Perjalanan adalah dokumen resmi vang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu
negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi
internasional lainnya untuk melaltukan perjalanan antar
negara yang memuat identitas pemegangnya.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor
Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor
Republik Indonesia.

Izin Tinggal Terbetas adalah izin tnggael vang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayvah Negara
EKesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu vang
terbatas sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggsl menetap di wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



23. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WHNI di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting.

24, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu
Tanda  Penduduk  danfatau  surat  keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.

25, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mat,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

26, Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat
ADM adalah suatu alat yang terdirli darl berbagai
perangkat pendukung dan  sistem  aplikasi  vang
kompatibel dan terkoneksi dengan sistem  informasi
administrasi kependudukan sebagai alternatifl pelayanan
administrasi kependudukan kepada Penduduk wvang
sudah terdaftar dalam dafabase kependudukan, di luar
unit pelavanan utama pada dinas dan unit pelaksana
telknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

BaB Il
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
(I} Peclayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
a. pencatatan hindata Penduduk;
b. penerbitan KK,



(2}

(3}

[

(3}

(1}

(2]

¢, penerbitan KTP-el;

d. penerbitan KIA;

e. penerbitan surat keterangan  kependudukan
terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan

f. pendataan Penduduk rentan administrasi
kependudukan,

Pelayanan Pendaftaran Penduduk  scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.

Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunekan fasilitas

Pelavanan Pendaftaran Penduduk secara Daring,

Penduduk menggunakan pelayanan secara manual.

Pelayanan secara manual scbagaimana dimaksud pada

ayat (3}, dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

UPT Disdukcapil Kabupaten [/ Kota,

Pelayvanan manual selain di Disdukcapil Kabupaten,/Kota

atan  UPT  Disdukeapil Kabupaten/Kota  dapat

dilaksanalkan melalui petugas registrasi.

Bagian Kedua
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3
Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1] huruf a, dilakukan terhadap:
a, Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. WNI vang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan
Eepublik Indonesia karena pindah; dan
¢, Drang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan
Orang Asing vang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Selain pencatatan  biodata Peonduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilalikan
terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia.



(1}

(2]

Pazal 4

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota  melakukan  pencatatan  biodata

Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a, setelah Penduduk memenuhi persyaratan sesual

dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan 3ipil.

Pencatatan bipdata Penduduk WHRI di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksuad

padea avat (1), dilakukan dengen tats cara:

a, Penduduk mengisi dan menandatangani formulic
biodata serta menyerahlkan persyaratan sesual
dengan  ketentuan Peraturan Presiden mengenad
persyaratan dan tata cars Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan 8ipil yang mengatur mengenai
pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadep  formulir  biodata  Penduduk  dan
persyaratan sesual dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan tatan cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yvang
mengatur mengenai pencatatan  biodata WKRI di
wilayah Negara Kesatuan Repuhblik Indonesia;

c. petugas pada Disdukeapil Kebupaten / Kota atau UPT
Disduleapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

d,  petugas pada Disdulkcapil Kabupaten /Kota atau UPT

Disdulkcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata
Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;

€. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menandatangani biodata Penduduk; dan

f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan
ditandatangani diserahkan kepada Penduduk,



()

Dalam hal pencatatan biodata Penduduk WRNI
schagaimana dimaksud pada ayat (1} melalui petugas
registrasi, dilakukan dengan tata cara:

a.

Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
biodata serta menyverahkan persyaratan sesual
denpan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yvang mengatur mengenal
pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

petugas registrasi mencatat dalam buku harian
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir biodata Penduduk dan
persvaratan sesual dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
petugas registrasi meneraskan formulir biodata
Pendudulk dan persyaratan vang telah dilakukan
verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf C, kepada potugas Disdukcapil
Kabupaten,Kota atau UpPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses sesuai
dengan ketentuan;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UFT
Disdukeapil Kabupaten /Kota melalcukan perekaman
data dalam basis data kependudulan;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata
Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menandatangani bicdata Pendudulk;



(1)

(2
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h. biodata Penduduk wvang telah diterbitkan dan
ditandatangani diserahkan kepada Penduduk
melalul petugas registrasi; dan

i, dalam hal Disdukeapil Kabupaten/Kote atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan biodata
Penduduk langsung kepada Penduduk, Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat daftar Pendudulk dan
dapat menycrahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 5

Disdukecapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukeapil

Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata WNI

yang datang dari Iuar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat {1) huruf b, setelah Penduduk memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden

mengenai  persyaratan dan fata cara  Pendafiaran

Penduduk dan Perficatatan Sipil.

Pencatatan biodata WNI sebapaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formuolir
biodata serta menverahkan persyaralan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatur mengenai
pencatatan biodata bagi WHNI vang datang dan luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. petugas pelayvanan melalukan verifikasi dan validasi
terhadap  [ormulir biodata Penduduk  dan
persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan  tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil vang
mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI
vang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan
Eepublik Indonesia;



(3]

- T

petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten,/Kota melakukan perckaman
data dalam basis data kependudulean;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten (Kota atau UPT
Disdukcapil HKabupaten/Kota mencetak biodata
Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohomn;

kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Diadukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menandatangani biodata Penduduk; dan

biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan
ditandatangani diserahkan kepada Pemohon.

Dalam hal pencatatan biodata WNI schagaimana

dimaksud pada ayat (1) melalui petuges registrasi,
dilakukan dengan tata cara:

A,

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pendudubk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan biodata bagi W1 vang datang dari Tuar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
petugas registrasi mencatat dalam buku harian
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir bicdata Penduduk  dan
persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil vang
mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI
vang datang dari luar wilavah MNegara Kesatuan
Republik Indonesia;

poetugas registrasi menvampaikan formulir biodata
Penduduk dan persyaratan wyang telah dilakukan
verifikasi dan validas: sechagaimana dimaksud dalam
huruf [ kepada potugas Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPrT Disdukcapil



(1)
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Kabupaten/Kota untuk sclanjutnya diproses sesuai
dengan ketentuan;

e, petagas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten /Kota melalukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

. petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukecapil Kabupaten/Kota mencetak biodata
Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;

g kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menandatangani biodata Penduduk;

h. biodata Penduduk wvang telah diterbitkan dan
ditandatangani diserahkan kepada Pemohon melahui
petugas registrasi; dan

i. dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan biodata
Penduduk langsung kepada Pemohon, Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk dan
dapat menyerahkan kepada pctugas registrasi.

Pasal 6

Disdukeapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan

biodata Penduduk Orang Asing vang memiliki [zin Tinggal

Terbatas dan Orang Asing vang memiliki l=zin Tinggal

Tetap scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1)

huruf ¢, setelah Penduduk Orang Asing memenuhi

perayaratan sesugl dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai  persyaratan dan  tala  cara  Pendallaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing se inana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenal
persyaratan dan tata cara Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan 3Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan biodata Penduduk Orang Asing;
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b. petuges pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir  biodata  Penduduk dan
persyaraten sesual dengan ketentuan Peraturan
Presiden menpgenal persyaratan dan lata cara
Pendaftaran Pendudulk dan Pencatatan Sipil yang
mengatur mengenai pencatatan biodata Penduduk
Orang Asing;

c. petugas pada — Disdukcapil Kabupaten/Kota
melakukan perckaman data dalam basis data
kependuduken;

d. petugas pada  Disdukcapil Kabupaten/Kota
mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan
olch Penduduk;

e. bkepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan
dan menandatangani biodata Penduduk; dan

f. biodata Penduduk wvang telah diterbitkan dan
ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada
Penduduk,

Pasal 7

Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan

bicdata terhadap WNKI di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia schagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (2}, setelah WNI melakukan pelaporan dengan

memenuhi  persyaratan  sesual  dengan ketentusan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan cdan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikecualikan bagi WNI vang sudah memilika NIK.

Pencatatan biodata terhadap WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimeksud

pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara:

a. Penduduk mendatangi Perwakilan Republik
Indonesia yang wilayah penugasannya melingloupi
negara tempat Penduduk berdomisili;

b,  Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
hiodata dan menyerahkan persyaratan sesuai
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dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan teta cara Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil kepada petugas/pejabat yang
ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hubungan |uar
negeri;

€. petugas/pejabat vang ditunjuk cleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hubungan luar negeri dengan tata cara:

1. petugas melakukan wverifikasi dan wvalidasi
terhadap formulir biodata dan persyaratan
scsual dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai | persyaratan dan tata cara
Pendaliaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
terkait penerbitan biodata WHNI di luar wilavah
Nepara Kesatuan Republik Indonesia;

2, petugas melakukan perekaman data dalam
basis data kependudukan;

3. pejabat menerbitkan dan  menandstangani
biodata WNI serta surat pemberitahuan NIK;
dan

4. petupgas/pejabat menyerahkan biodata WNI dan
surat pemberitahuan NIK kepada WNI secara
langsung atau daring.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubashan elemen data pada biodata
Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Penduduk mencatatkan perubahan
pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi
dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Perubahan elemen data Penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, dilaksanakan di Disdukcapil
Kabupaten,/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota.
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Perubahan elemen data WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia schagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan di Perwakilan Republik
Indonesia.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
penerbitan  biodata karena perubahan elemen data
berlaku secars mutabls mutandis techadap persvaratan
dan tata cara pencatatan biodata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Fasal 9

Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b, bagi Pendudulk WNI atau Penduduk

Orang Asing terdiri atas:

a, penerbitan KK Baru;

b. penerbitan KK karena perubahan data; dan

c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), merupakan:

a, Penduduk Orang Asing vang memiliki Izin Tinggal
Tetap;

b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

¢. Penduduk Orang Asing wyang memiliki anak
berkewarganeparasn ganda wvang telah memilib
kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10
Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayvat (1) huruf a, dilak=sanakan
karena:
a. membentuk keluarga baru;
b, penggantian kepala keluarga;
e, pisah KK;
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d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan
kepala keluarga;

e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik
Indonesia karena pindah;

[. rentan administrasi kependudukan; dan

g Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan
Indonesin dan bagi WNI vang  semula
berkewarganegaraan asing.

Penerhitan KK Baru karena membentuk keluarga bara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

mementthi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan

Peraturan Presiden mengenal persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan

dilengkapi dengan syarat lainnoya berupas surat

pernyataan tanggung jawah mutlalk

perkawinan /perceraian belum tercatat.

Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

memenuhi  persyaratan sesual dengan ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Pendudulk dan Pencatatan Sipdl dan

dilengkapi dengan syaral lainnya antara lain berupa akia

kematian,

Penerbitan KK Baru karena pisah KK scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan memenuhi

persyaratan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden

mengenai persyaratan dan tata cara Pendafltaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan

svaral lainnve berupa;

a. fotokopi KK lama; dan

b.  berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin
atau  pernah  kawin  yang dibuktiken denpan
kepemilikan KTP-el.

Penerbitan KK Bara pindah datang Penduduk vang tidak

diikuti dengan Kepala Keluarga sebapaimana dimaksud

pada avat (1) nuruf d, dengan memenuhi persvaratan

sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenal
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persvaratan dan tata cara Pendeftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
Penerbitan KK Baru bagi WNI vang datang dan luar
wilayvah Negara Republik Indenesia karena pindah
sebagaimana dimaksud pada avat [1) huruf e, dengan
memenuhi persyargtan sesuai  dengan  ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan/atau
dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari
Perwalilan Republik Indonesia.
Penerbitan KK Baru bagl Penduduk rentan administrasi
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl {, dengan memenuhi persyaratan sesual dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai perayaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Penerbitan KK Baru bagi Orang Asing vang memperoleh
kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula
berlkewarganegaraan asing sebapaimana dimalksud pada
ayat (1) hurufl g, dengan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
Selain penerbitan KK Barmi sebagaimana dimaksud pads
ayat (1), juga dilakukan bapi Penduduk Orang Asing vang
memiliki Izin  Tinggal Tetap, dengan  memenuhi
persyaratan sesual dengan Ketentuan Peraturan Presiden
mengenal persyaratan dan  tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi denpan
syarat lainnya berupa:
d. Dokumen Perjalanan; dan
b, surat pernyataan tanggung jawab  mutiak
perkawinan / perceraian belum tercatat,
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Pasal 11

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdirt atas perubahan akibat:

B,
b.

.

(1)

{<

(3)

(4

5]

Peristiwa Kependudulan;
Peristiwa Penting; dan
perubahan elemen data yang tercantum dalam KE.

Pasal 12

Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indenesia; dan
b. pindah antarnegara.
Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a dilakukan terhadap anak vang
berumur lkurang dari 17 (tujuh belas}] tahun,
perpindahan tersebut dilalukan dengan menumpangkan
ke KK lain.
Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimalesod
pada ayat (1) huruf a dilakukan olch kepala keluarga dan
anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas)
tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak
diibbuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur
kurang dar 17 (tujuh belas] tahun, maka anggota
keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh
belas) tahun menumpang ke KK lain.
Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3], harus dilengkapi dengan surat kuasa
pengasuhan  anak dari  orangtua/wali  dan surat
pernyataan bersedia menerima sebapgal anpggota keluarga.
Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang
ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan
bersedia menerima sebapai angpota keluarga dari kepala
keluarga KK yvang ditumpangi.
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Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan
syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari
orangtua/wali danfatan surat pernyataan bersedia
menerima sebagal anggota keluarga,

Pasal 13
Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
hnaruf b, terdiri atas:

a. kelahiran;

b, perkawinan;

¢. pembatalan perkawinan;
d. perceraian;

e¢. pembatalan perceraian;
[ kematian;

g. pengangkatan analk;

h., pengakuan anak,

i.  pengesahan anak;

2 perubahan nama;

k. perubahan status kewarganegaraan;

l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan

m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa
Penting schagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Pasal 14
Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa
Penting berupa perubshan status kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1] huraf k,
terdiri atas:
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a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing
pemegang lzin Tinggal Tetap yang telah memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia;

b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang
Asing vang memiliki anak berkewarganegaraan
ganda wvang telah memilih  kewarganegaraan
Republik Indonesia; dan

c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang
Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan

panda yang telah memilih kewarganegaraan asing,

(2} Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang lzin

[3)

()

Tinggal Tetap vang telah memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuail dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa fotokopi
Petikan Keputusan Presiden lenlang pewarganegarann
dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan
janji setia bagi Penduduk WHNI yang semula
berkewarganegaraan asing.

Penerbitan KK bagi Penduduk WHNI dan fatau Orang Asing
vang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang
telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia
schagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b, dengan
memenuhi  persyaratan sesuai  dengan  ketentuan
Peraturan Presiden mengensi persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan
dilengkapi syarat lainnya berupa keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan
status kewarganegaraan.

Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing
vang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang
telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf ¢, dengan memenuhi
persvaratan scaual dengan ketentuan Peraturan
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Presiden mengenai  persyaratan dan  lata  cara
Pendaftaran Penduduk dan  Pencatatan  Sipil dan
dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Kartu [lzin

Tinggal Tetap.

Pasal 15
Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri
dari:

a, nama kepala keluarga atau anggola keluargs;
jenis kelamin;

tempat lahirg

tanggal lahir;

agama atau kepercayaan,;

pendidikan;

pekerjaan;

L

T m

status perkawinan;

status hubungan dalam keluarga;

j.  kewarganegaraan;

k. dokumen imigrasi;

i nama orangoua; dan

m. tanda tangan kepala keluarga.

Selain elemen data sebagaimana tercantum pada avat (1),
perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah
dan/fatau alamat dormisili.

Perubahan jenis kelamin dan/atau tangpgal lahir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dan huruf
d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.

Penerbitan KK  karena perubashan elemen data
sebhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat {3),
dengan memenuhi persyvaratan sesuai denpan ketenfuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 16

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI
atay Penduduk Orang Asing scbapaimana dimaksud dalam

Pasal ¢ ayat (1) huruf ¢, dengan memenuhi persyvaratan



sesudl

g . I

dengan  Ketentuan Peraturan  Presiden mengenad

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil dan dilengkapi svarat lainnya berupa surat

pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak wyang
dibuat oleh Penduduk yang bersanghutan,

{1)

(2]

Pasal 17

Penerbitan KK bagi Penduduk WHNI dan Penduduk Orang
Aging pada Disdukcapil EKabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata

Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatur mengenai
Penerbitan KK bagi Penduduk WHNI dan Penduduk
Orang Asing;

petugas pelavanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir dan persvaratan sesual dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan
dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencalatan
Sipil yang mengatur mengenai penerbitan KK bag
Pendudulk WNI dan Penduduk Orang Asing;

petupgas pada Disdukeapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdulccapil Kabupaten /Kota melakukan perelkcaman
data dalam basis data kependudukan;

kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menandatangani KK; dan

petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK
kepada Penduduk.

Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas
registrasi dilakukan dengan tata cara:

Penduduk mengisi dan menandatangani Formoulir
biodata menyerahkan berkas persyaratan sesuai



dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatur mengenai
Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;

petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai persvaratan
dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi
Pendudulk WHI,

petugas registrasi menyampaikan formulir dan
persvaratan veng telah dilakukan verifikasi dan
validasi sebagaimana dimaksud dalam huraf b,
kepada petugas Disdukcapil Kabupaten,Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk selanjutnya
diproses sesuai dengan ketentuan;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam basgis data kependudukan;

kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten,/Kota menerbitkan dan
menandatangani KK;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK
kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten/kKota menyerahkan EK
langsung kepada Pendudulk, Disdukcapil
Kabupaten,/Kota membual daftar Penduduk dan

dapat menyerahkan kepada petugas registrasi,
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Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 18

(1} Penerbitan KTP-el schagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf ¢, bagi Penduduk WNI atau Penduduk
Orang Asing terdiri atas:

a,
b.

C.

e,

£

penerbitan KTP-el baru;

penerbitan KTP-el karena pindah datang;

penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;
penerbitan  KTP-el karena perpanjangan bagi
Penduduk Orang Asing yvang memiliki Izin Tinggal
Tetap;

penerbitan KTP-el karena hilang atou rusak; dan
penerbitan KTP-el di luar domisili.

(2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1}, terdapat penerbitan KETP-el lainnya waitu

penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 19

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI atau Penduduk
Orang Asing sebapaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (1)
huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persvaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 20

(1} Penerhitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurul b, diberikan
kepada:

Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan

Penduduk Orang Asing vang memiliki lzin Tinggal
Tetap,
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Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penerbitan KTP-el juga diberikan kepada
Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk
WHNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan
memenuhi persyaratan sesuai  denpan  ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Penierbitan KTP-el karena pindah datang bagi WHNI vang
datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Bipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya
berupa:
a., Dokumen Perjalanan; dan
b. SEPLN wvang  diterbitkan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Kabupaten/Eola,

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bapi Penduduk
Orang Asing vang memiliki lzin  Tinggal Tetap
schagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf ¢, dengan
memenuht  persyaratan sesusi dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan
dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
a. kartu lzin Tinggal Tetap;

b. Dokumen Perjalanan;

c. KK; dan

. KTP-cl daerah asal

Penerbitan KTP-2l karena pindah datang bagi Penduduk
WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
dan dilengkam dengan syarat lainnye antara lain berupa



-6 -

SKP dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 21
Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bag
Penduduk WHNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢, dengan memenuhi
persyaratan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenal persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Pasal 22
Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang
Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 avat (1) hurufl d, dengan memenuhi
persyaratan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenal persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23
Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk
WNI atau Penduduk Orang Asing schagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dengan memenuhi
persvaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi Penduduk WNI atau
Penduduk Orang Asing scbagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenail persyaratan
dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan
dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:

a. sudah melakukan perckaman biometrik dan tercantum

dalam basis data kependudukan;
b. Dokumen Perjalanan; dan
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kartu Lzin Tinggal Tetap.

Pasal 25
Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2}, diberikan kepada
petugas khusus yang melakukan tugas keamanan
negard.
Tugas keamanan negara scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), yaitu kegiatan mengamenkan pelayanan publik
dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari petugas reserse dan pelugas intelijen.
ETP-e]l petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas
petugas khusus selama menjalankan tupgas keamanan
NEgara.
Eetentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus
berpedoman sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Penerbitan Kartu ldentitas Anak

FPasal 26
Penerbitan KIA sebagaimana dimalesud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf d, diberikan kepada Penduduk WNI dan
Penduduk Orang Asing yang memililkd Izin Tinggal Tetap
vang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan
belum kawin,
Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada
avat [1], juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan
ganda.
Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.
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Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 27

Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap
pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a.

(1}

(2)

pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilavah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pendaftaran Penduduk vang akan bertransmigrasi;
pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk
Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 28
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam FPasal 27
huraf a dan huruaf ¢, dilakukan denpan penerbitan SKP
vang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Pendudule
dengan memenuhi persyaratan sesual dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 8Sipil dan
dilengkapi dengan syarat leinnva berupa surat
pernyataan di ataz materai tidak keberatan penggunaan
alamat dalam dolumen kependudukan dari pemilik
rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati
tempat tinggal yang bukan miliknya.
Klasifikasi  perpindahan  Penduduk  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdin atas:
a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut
dengan nama lain;
b. antardesa/kelurahan atau wvang disebut dengan
nama lain dalam satu kecamatan;
c. antarkecamatan atau yvang disebut dengan nama
lain dalam satu kabupaten fkota;
d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau



(1)

12)

e. anlarprovinsi.

Pasal 29

Klasifikasi  perpindahan Penduduk  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayvat (2) hurufl a, huruf b, dan

huruf ¢ dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
biodata serta menyerahkan persyaratan  sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
perpindahan Pendudulk;

b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap
formulir dan persvaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
vang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;

c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
kepala UPT Disdukeapil Kabupaten/Kota melakukan
perekaman data dalam basis data kependudukan;
dan

d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Rota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menyerahkan KK, KTP-el danjfatau KIA dengan
plamat baru.

Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut KK, KTP-el

dan/atauy KIA glamat lama unfuk selanjuinya

dimusnahkan sesual dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan,

Pasal 30
Klasifikasi  perpindahan  Penduduk  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2B ayat (2) huruf d dan huruf ¢
pada Disdukeapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota daerah asal dilakukan dengan tata cara:



(2)

(3)

(%)

{5)

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
biodata serta menyerahlkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengalur mengenai
perpindahan Pendudul;

b,  petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap
formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pregiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
vang mengatur mengenai perpindahan Pendudulk;

c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
kepala UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota melakulkan
perekaman data dalam basis data kependudukan;

d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan
menandatangani SKP;

e. SKP vang telah diterbitkan dan ditandatangani
selanjutnya diserahkan kepada Penduduk; dan

. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KK
bagi kepala/angegota keluarga tidak pindah,

SBKP sebapgaimana dimaksud pada avat (1) huruf d,

berlaku  selama 100 (seratus) hari kerja  sejak

diterbitkannya SKP.

Dalam hal masz berlaku SKP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sudeh berakhir, Penduduk tdak

melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan,

SKF dinyatakan tidak berlaku.

SKP yang tidak berlaku sebapaimana dimaksud pada

gyat [3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan

menggunakan SIAK di daerah asal.

Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran

perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Disdukecapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota



i

dapat mengkomunikasikan pengurusan S3KP melalui
surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 31
Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di
Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil Kabupaten/Kota
atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan
membantu  komunikasi pengurusan SKP melalui  surat
elekironik atau media elekironik lainnyva ke Disdukcapil
Kabupaten /Kota daerah asal puna mendapatkan SKP.

Paszal 32

(1} Pendaftaran Penduduk yang aksn beriransmigrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan
mementthi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan
Peraturan Presiden mengonai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan
dilengkapi dengan syarat lainnya berupa KTP-el.

(2] Persyaratan Pendaftaran Penduduk vang akan
bertransmigrasi sebagaimans dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaannya dibantii aleh menter: vang
menyelenggarakan urusan pemenntahan di  bidang
transmigrasl.

(3] Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan
bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan
tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam
wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
sehagaimana dalam Pasal 27 huraf a.

Pasal 33
{1} Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam
wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
sehaganimana dimaksud dalam Pasal 27 huraf ¢, terdin
dari:
a, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terhatas.



(2]

(1)

(<)

(3)
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Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dengan memenuhi
persyaratan sesuai denpgan ketentuan Peraturan Presiden
mengenal persvaraian dean tata cara Pendaflaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 34

Pendaftaran Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing

yang  melakuksn  pindah  datang  antarnecgara

schageimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan
klasifikasi;

a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar
wilavah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

k.  pendaftaran kedatangan bagi WHNI dari luar wilavah
Megara Kesatan Republik Indonesia untulk menetap
kembali di Indonesia;

¢. pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
[zin Tinggal Terbatas atau [zin Tinggal Tetap; dan

d. pendaftaran perpindahan bagi WNI vang tinggal di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
pindah ke negara lainnya.

Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke

negara lainnya sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf d, dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2],

digunakan sebagai dasar penerbitan SKP dari Perwakilan

Eepublik Indonesia.

Klasifikasi pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat

(1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan

tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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Pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yvang melakukan pindah
ke negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2], dilaksanakan dengan tata cara:

H.

(1)

Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta
menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang  mengatur
mengenai pendaftaran perpindahan WNI yvang tingsal di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
melakukan pindah ke negara lainnva;

petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan
verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
sesuai  dengan  ketenluan  peraturan  perundang-
undangan vang mengatur mengenai pendaftaran
perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke
negara lainnva;

petugas pada Perwaldlan Republik Indonesia merelam
data pindah ke negara lain melalui portal peduli WNI;
kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal
menerbitian SKP ke negara lain dan melaporkan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
hidang hubungan huar negeri; dan

peiugas pada  Perwakilan Eepublik Indonesia
metyerahkan SKP ke negara lain kepada WHNI untuk
pelaporan di negara tujuan; dan

dalam hal WHNI secara faktual sudah berdomisili di negara
tjuan, kepala Perwakilan Republik Indonesia negara
tjusn membantu mengomunikasiken pengurusan SKP
dar negara asal melalui surat elsktronik atau media
elektonik lainnya ke negara asal guna mendapatkan SKP,

Pasal 36
Disdukcapil Kabupaten,/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk hasil



pelayanan pindah datang Penduduk yang telah
diserahkan kepada Penduduk.

(2] Daltar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh Disdukeapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada kecamatan atau
nama lain untuk diteruskan kepada desa/kelurahan atau
nama lain untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada rukun
warga dan rukun tetangga atau nama lain secara
periodik dan/atau sesuai kebutuhan,

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37
Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurul [ diatur
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 38

(1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi
Penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan putusan pengadilan vang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

KK;

ETP-&l;

KlA: dan/fatau
g. surat keterangan kependudukan.

(2] Belain ketentuan sebapgaimana dimaksod pada ayat (1)
hurul a, pembatalan deokumen Pendaltaran Pendudulk
juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui
pengadilan /| Contronus Achus.

B oo



(3)
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Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
tata cara:

4. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan
dun/fatau dokumen otentik vang tidak valid kepada
Disdukeapil Kabupaten/Kota dengan menyerahkan
persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap laporan dan persvaratan dari Penduduk
sebagaimana dimaksud dalam hurul a;

. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil
verifikasi dan validasi schagaimana dimaksud dalam
huruf b;

d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan
pembatalan  dokumen  Pendaftaran  Penduduk
berdasarkan berita acara;

¢, petugas menyerahkan penetapan  pembatalan
dokumen Pendaftaran Penduduk; dan

[ dalam hal pembatstan sebapaimana dimaksud
dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen
Pendaftaran Penduduk yang bam,  kepals
Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa

melalui  pengadilan/ Contrarius  Actus  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:

a, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi dan  validasi  terhadap  dolkumen
kependudukan yang tidak sah;

b. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan
pembatalan dekumen Pendaltaran Penduduk dalam
berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi
scbagaimana huruf a;

c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan
dokumen Pendaftaran Pendudulk;



(1)

(2]

(3]

.
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dalam hal pembatalan secbagaimana dimaksud
dalam huraf ¢, memerlukan penerbitan dokumen
Pendaftaran  Penduduk wvang baru, kepala
Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen
dimaksud sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

petugas  menyerahkan  dokumen — Pendaftaran
Penduduk sebagaimana dimaksud dalam hurul d.

BAB I
FENCATATAN SIPIL

Pasal 39

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

kelahiran;

lahir mati;

perkawinan,;

pembatalan perkawinan;

perceraian;

pembatalan perceraian;

kematian;

pengangkatan analk;

5 m oo opp g
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pengakuan anal;

pengesahan anak;

perubahan nama;

perubahan status kewarganegaraan;
Peristiwa Penting lainnya;

pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
pembatalan akta Pencatatan Sipil.

Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimalksuod pada
ayat (1], dilakukan secara danng,
Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas
Pelayanan  Pencatatan  Sipil  Daring, Penduduk
menggunakan pelayanan manual.
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Pasal 40
Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
. WNI; dan
b. Orang Asing.
Pelayanan Pencatatan Sipil bag Orang Asing
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b, meliputi;
a. pemegang izin kunjungan;
b.  pemegang Lan Tingeal Terbatas; dan
¢. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 41
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WHNI
dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk
berdomisili.
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI Bukan Pendudule
vang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di
Disdukcapil Kabupaten (Kota tempat terjadinya Peristiwa
Penting.
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang
izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil
Kabupaten/Kota tempat terjadinya Penstiwa Penting.
Pelayanan Pencatatan 3Sipil kepada Orang Asing
pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang [zin
Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota
tempat Orang Asing berdomaisili.
Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaloukan di kantor
Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paszal 43

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

a.

pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan

Repuhblik Indonesia;



(1]

(2]

(3)

(#)

pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang
berkunjung ke Indonesia;

pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

pencatatan  kelahiran WNI di luar wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan

pencatatan  kelahiran WNI di Juar wilayah Negars
Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat
lidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang
Asing.

Pasal 43
Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf a, harms memenuhi persyaratan:
g. surat keterangan kelahiran;
b, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bulkti

lain yang sah;
c. KK; dan
d. KTP-el

KK sebagaimana dimaksud pada ayat [1] buraf ¢,
merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atan akan
didaftarkan sebagai anggota keluarga,
KTP-¢l scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang bDelum
berusia 17 [tujuh belas) tahun dengan status belum
kawrin.
Pencatatan kelahiran WHNI di wilayah Negara Kesahian
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata
cara:
a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan dengan menyerahkan — persyaratan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1);



(3]
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petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
tethadap formulir pelaporan  dan  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

petugas pada Disdukeapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten/Kota melakulan perelaman
data dalam basis data kependudukan;

pecjabat  Pencatatan  Bipil pada Disdukcapil
Kabupaten,/ Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kelshiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

kutipan akta kelahiran disampaikan kepada

Pemohon.

Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara
Kesatmuan Republik Indonesia sechagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi
pencatatan kelahiran, dilakukan dengan tata cara:

.

Pemohon mengisi dan menandatangani  formulic
pclaporan serta menyerahkan — persyaratan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1);

petugas registrasi melakukan werifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan
dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan
validasi sebapaimana dimaksud dalam harof b,
kepada petugas Disdubkcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdubkcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan
kutipan akta kelahiran;

petugas pada Disdubcecapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
dan walidasi terhadap formulir pelaporan dan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
pelugas pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten /Kota melakukan perelcaman
data dalam basis data kependudukan;
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f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten, Kota atau upT Dasdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akia
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

g. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada

Pemohnn,

Pasal 44

Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk vang sedang

berkunjung ke Indoncsia schagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 huraf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran WHNI Bukan Penduduk vang sedang

berkunjung ke Indonesia, dilakukan denpan tata cara:

g, Pemohon mengisi dan menandatangam [ormulic
pelaporan serta menverahkan persyaratan sesuai
dengun  lketentuan Peraturan Presiden mengenai
tentang persyvaratan dan tata cara Pendaltaran
Penduduk dan Pencatatan Sipll yang mengatur
mengenal  pencatatan  kelahiran  WNI Bukan
Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesis;

b. petugas pelayanan melakukan verifikesi dan validesi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan lketentuen Peraturan Presiden mengenai
persyaralan dan tata cara Pendaflaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenal
pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk vang
sedang berkunjung ke Indonesia;

c. petuges pada Disdulcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukecapil Kabupaten /Kota melakukan perckaman
data ke dalam basis data kependudukan;

d. pejabat Pencataten Sipil pada  Disdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
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kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

e.  lkutipan akta kelahiran disampaikan kepada
Pemohon.

Paszal 45

Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesiz scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 hurul ¢, dengan memenuhi persyaratan

sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayvah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata

CHara:

a. Pemohon mengsi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persvaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyvaralan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

C. pelugas pada Disdukcapil Kabupaten ! Kota
melakukan perekaman data ke dalam basis data
kependudukan;

d. peabat Pencatatan Sipill pada Disdukeapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan
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e, kutipan akta kelahiran disampaikan &epada
Pemahon.

Pasal 46

Pencatatan kelahiran WN1 di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 huruf d, wajib dicatatkan pada instansi

vang berwenang di negara setempat dan dilaporkan
kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan
memenuhi persyaratan sesuai  dengan Ketentuan

Peraturan Presiden mengenal persyaratan dan tata cara

Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata eara:

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulic
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran WHNI di luer wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
care Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
vang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI
di luar wilayvah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. petugas pada Perwakilan Republik [ndonesia yang
dapat mengakses bhasis data kependudukan
melalkukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan 3ipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat laporan dalam dafltar pelaporan
dan menerbitkan surat bukt pelaporan; dan

e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada
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Pemohon,

Pasal 47

Pencatatan kKelahiran WNI di Juar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat

tidak menyelengparakan pencatatan kelahiran bagi Orang

Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 hurul e,

dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan

memenuhi  persyaratan  sesuai dengan  ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat

tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang

Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan tata cara:

2. Pemochon mengisi dan menycrahkan formulic
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyvaratan damn tata cara Pendaftaran Penduduk
dann Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kelahiran WNKI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesma
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
vang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WHNI
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¢. pelugas pada Perwakilan Republik Indonesia yvang
dapat mengakses hasis data kependudulan
melaloukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat dalam register akta kelahiran
dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan



(1)
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e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada
Pemohon.

Pasal 48

Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan

berupa:

g. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukt
lain yang sah; dan

b, status hubungan dalam keluarga pada KK tidak
menunjukan status hubungan perkawinan sebagai
suami istri,

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta

kelahiran sebagai anak searang ibu,

Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 tidak dapat memenuhi persyaratan

berupa:

a. buku nikah/kutipan =zkta perkawinan atau bukt
lain yvang sah; dan

b. stamus hubungan dalam keluarga pada KE
menunjukan status hubungan perkawinan sebagai
suami istri,

dicatat dalam repister akta kelahiran dan kutipan akta

kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan

frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru Ishir atau

baru ditemulkan dan tidak diketzhui asal usulnya atau

keberadaan orangtuanya, sesuai dengan  ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat

dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

tanpa nama orangtua.
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Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 49

Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WHNI dan Orang
Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenal persyaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang
Asing se i a dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara:

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan scsuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendafiaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang
Asing;

petugas  registrasi  dan  petuges  pelayanan
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengamr mengenai pencatatan lahir mati bagi
Penduduk WNI dan Orang Asing;

petugas  registrasi untuk Penduduk — WNI
meneriskan formulir pelaporan kepada Disdukeapil
Eabupaten/Kota TR UPT Disdukcapil
kabupaten /Kota untuk diterbitkan surat keterangan
lahir mati;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten / Kota melalukan pereleaman
data dalam basis datla kependudukan;

pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota danj/atau UPT  Disdukcapil
Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan lahir

mati; dan
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surat keterangan lshir mati disampaikan kepada
Pemohon.

Bagian Ketiga
Pencatatan perkawinan

Pasal 50

Pencatatan perkawinan terdiri dari:

a. pencatatan perkawinan Penduduk WHNI di wilayah
Negara Kesatuan Republhik Indonesia;

b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah
Nepara Kesatuan Republik Indonesia;

c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara
setempat  tidak  menyelenggarakan  pencatatan
perkawinan bagli Orang Asing;

e, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di
luar wilavah Negara Kezatuan Eepublik [Indonesia
yvang dilakukan pada Instansi berwenang di negara
setempal; dan

{. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di
luar wilayah Negara Kesstuan Republik Indonesia
dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.

Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal
dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan
dilakeanakan dengan memenuhi persyaratan berupa
surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data
sebapai pasangan suami.

Dalam hal perkawinan vang dilakukan antarumat yang

berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat

dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan
perkawinan  dilaksanakan  berdesarksan  penetapan
pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
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salinan penetapan pengadilan;

KTP-¢l suami dan isteri;

pasfoto suami dan isteri; dan

Dokumen Perjalanan bagi suami atau isterl Orang
Azing.

Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami
dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum
tercatat, dapat dilaksanskan dengan surat pernyataan

e noToP

tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

Pasal 51

Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenal  persyaratan dan  tata cara  Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyvaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia;

b, petugas pelayvanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persvaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengamur mengenai
pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¢. pelugas pada Disdukecapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten / Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;



(1)
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d. pejabat Pencatatan  Sipil  pada  Disdukcapil
Kabupaten,/Kota atau UPT Disdukeapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akla
perkawinan  dan  menerbitkan  kutipan  akia
perkawinan; dan

e. kutipan aekta perkawinan disampaikan kepada
Pemohon,

Pasal 52

Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai  persyaratan dan fata cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencalatan Sipil.

Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan perkawinan serta menyverahkan
persyaratan  sesual dengan  kelentuan Peraluran
Presiden mengenal persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
mengatur mengenai pencdtatan perkawinan Orang
Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. petugas pelayanan melalukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan  ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengamir mengeriai
pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesisa;

c, petugas pada Disdukecapil Kabupaten/Kota
melakukan perekaman data dalam basis data
kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukecapil
Kabupaten /Kota mencatat dalam register akta
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perkawinan  dan menerbitkan  kutipan akta
perkawinan; dan

e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada
Pemohon.

Pasal 53

(1} Pencatatan perkawinan WHNI di luar wilayah Negara

{2

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (1) huruf ¢ dan perkawinan WHNI

dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (1) huruf e, dilaporkan pada Perwakilan Republik

Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan

tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaporan pencatatan Perkawinan WNI dan pencatatan

perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a, Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengalur mengenal
pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pejabat pada perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesual dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengatur mengenal pencatatan perkawinan
WNI di luar wilayah Negara kesatuan Republik
Indonesia;

¢c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melalukan perckaman date pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;
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d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Repuhlik
Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan
dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan

¢, surat keterangan pelaporan diberikan kepada
Pemohon,

Pasal 54

Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat

tidak menvelenggarakan pencatatan perkawinan bagi

Orang Asing schagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

(I} hurufl d dan pencatatan perkawinan WNI dengan

Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)

huruf [, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia

dengan memenuhi persvaratan sesual dengan ketentuan

Peraturan Presiden menpgenal persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perkawinan WNI dan pencatatan perkawinan

WNI dengan COrang Asing persyaratan sebagaimans

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a, Pemohon mengisi dan menverahkan [ormulic
pelaporan serta menverahkan persvaratan sesual
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaftoran Penduduk
dan Pencatatan Sipill yang mengatur mengsna
Pencatatan perkawinan WNI dan WNI dengan Orang
Asing di luar wilavah MNegara Kesatuan Republik
Indonesia dalam hal negara setempat tidak
menyelenggarakan  pencatatan  perkawinan  bagi
Orang Asing;

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengatur mengenai Pencatatan perkawinan
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WNI dan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal
negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia vang
dapat mengakses basis datsa kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Repuhblik
Indonesia mencatat dalam register akta perkawinan
dan menerbitkan kulipan akia perkawinan; dan

e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada
Pemohor,

Bagian Keempat
Pencatatan Pembetalan Perkawinan

Pasal 55

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk dengan

memenuhi  persyaraten  sesugl  dengan  ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan  pembatalan  perkawinan secbagaimana

dimaksud pada avat (1], dilakukan dengan tata cara:

a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya
dibatalken mengisi dan menandatangeni formulir
pelaporan serta menyerahkan persvaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenal pencatatan pembatalan
perkawinan Penduduk;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesual
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatur mengenai

pencatatan pembatalan perkawinan;
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c. petagas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten /Kota melalkukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdubcapil
Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan
dan memberikan catatan pinggir pada register akta
perkawinan dan kutipan akta perkawinan;

€. pejabat Pencatatan  Sipil pada Disdukeapil

Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan
pembatalan perkawinan; dan

[ pejabat  Pencatatan  Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan
pembatalan perkawinan kepada Pemchon.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 56

Pencatatan perceraian terdiri dari;

a.

(1}

pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara
Kegatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada
instansi yang berwenang di negara setempat; dan
pencatatan  perceraian WNI di luar wilayah Negara
Eesatuan Republik Indonesia dalam hal negara sctempat
tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagl

Orang Asing.

Pasal 57
Pencatatan perceraian di wilayvah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 hurufl a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenal persvaratan dan



[2)

i

tata cara Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pencatatan perceraian scbagaimana dimaksud pada avat
(1), dilakukan dengan tata cara:

il.

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan scsuail
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan
Eepublik Indonesia;

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesual
denpan ketentuan Peraturan Presiden mengensad
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatir mengenai
pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

petugas pada Disdukcapil Kebupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten /Kota melakukan perckaman
data dalam basis data kependudukan;

pejabat  Pencatatan Sipll  pada Disdukcapil
Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian
serta menarik lkutipan akta perkawinan dan
membuat catatan pinggir pada register  akia
perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
kutipan akta perceraian disampaikan kepada

Pemohomn.

Pasal 58

Pencatatan perceraian WHNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 hurufl b, dilaporkan pada Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan Peraturan  Presiden  mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan



{2)
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Pencatatan Sipil.

Pelaporan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah

Negara HKesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemochon mengisi dan menyerahkan formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan kectentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatur mengenai
pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

L. pejabal pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
peclaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
vang mengatur mengenai pencatatan perceraian WNI
di luar wilayvah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekamen data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencataten Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat laporan dalam dafltar pelaporan
dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan

e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada
Pemohon.

Pasal 59

Pencatatan perceraian WHNI di luar wilayah Negara
Ecsatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 hurul ¢, dicatatkan pada Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesusi
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
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(1)

Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanas dimaksud
pada ayat (1), dilakulkan dengan tata cara:

a. Pemohotn mengisi dan menyerahkan [formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formubr
pelaporan dan persyaratan sesual dengan ketentuan
Peraturan Presidenn mengenai persvaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
vang mengatur mengenai pencatatan perceraian WHNI
di lnar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d., pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencabut dan membuat catatan pinggir
pada kutipan akta perkawinan serta menerbitkan
register  akta  perceraian  dan  kKutipan akia
perceraian; dan

€. kutipan akia perceraian disampaikan kepada
Permohon.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60
Pencatatan pembatalan perceraian dengan memenuhi
persyaratan sesuai denpan ketentuan Peraturan Presiden

mengenai  persyaratan dan tata cara  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil,



{2) Pencatatan pembatalan  perceraian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

.

pasangan suami dan isterl yang perceraiannya
dihatalkan mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan pembatalan perceraian;

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yvang mengalur mengenai
pencatatan pembatalan perceraian;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil KEabupaten /Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudulkan;

pcjabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Eabupaten/Kota atau UPT Disdulkcapil
Kabupaten/Kota membual catatan pinggir pada
register akta perceraian, kutipan akta perceraian
serth register akin perkawinan dan kutipan akta
perkavwinarn;

pejabat  Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten {Kota atau UPT Disdukeapil
Kabupaten / Kota mencabut kutipan akta perceraian;
pejabat  Pencatatan  Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukecapil
Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan
pembatalan perceraian;

pejabat  Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten /Kota atau LUPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota menyverahkan surat keterangan
pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua
akta perkawinan yang telah diberl catatan pinggir
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sesuai dengan permohonan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pazal 61

Pencatatan kematian lerdiri dari:

&

(1)

(2}

pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

pencatatan kematian WHNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia vang dilakukan padae
instansi vang berwenang di negara setempat; dan
pencatatan  kematian WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat
tidak menyelengparakan pencatatan kematian bagi Orang
Asing.

Paszal 62

Pencatatan  kematian di wilayah MNegara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesual dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan

tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan kematian schagaimana dimaksud pada avat

(1}, dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tatd cars Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengamur mengenai
pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
perayaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan 35ipil vang mengatur mengenai
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pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten/Kota melakukan perckaman
data dalam basis data kependudukan;

pejabat  Pencatatan  Sipil pada  Disdukcapil
Kabupaten /Kota atan UPT Disdubecapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
dan

kutipan akta kematian disampaikan kepada

Pemoliod,

Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulkan melalui
petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata

CEra,

a.

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persvaratan sesumi
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan Sipill vang mengatur mengenai
pencatatan kematian di wilayvah MNegara Kesatuan
Republik Indonesia;

petugas registrasi melakukan verifikkasi dan validasi
terhadap [ormulir pelaporan dan persvaratan sesuai
dengan ketentuan FPeraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan 8ipil vang mengatur mengenai
pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan
dan persyaratan vang telah dilakukan verifikasi dan
validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukeapil Kabupaten/Kota untuk diterbitican
Kutipan Akta Kematian;
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4, petugas pada Disdukeapil Kabupaten/Kota alau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
dan validasi terhadap formulir pelaporan dan
persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll yang
mengatur mengenal pencatatan kematian di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. perugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perckaman
data dalam basis data kependudukan;

f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau uPT Msdukcapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
dan

g. kutipan akta kematian disampaikan kepada

Pemohon.

Pasal 63

Pencatatan kemation WNI di luar wilavah WNegara

Kesatuan Republik Indonesia vang dilakukan pada

instansi yang berwenang di negara sctempat dimaksud

dalam Pasal 61 hurufl b, dilaporkan kepada Perwakilan

Republik [ndonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai

dengan  ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

4, Pemohon mengisi dan menandatangani [ormulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pendudulk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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b, pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yvang mengatur mengenai pencatatan kemabiaon WNHI
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. petugas pada Perwakilan Republik Indeonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perckaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatlatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan
dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan

e, surat keterangan pelaporan  diberikan  kepada
Pemohon.

Pasal o4

Pencatatan kematian WNI di luar wilavah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempal

tidak menyvelengearakan pencatatan kematian bag Orang

Asing sehagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf ¢,

dicatatkan pada Perwakilan Republik Indenesia dengan

memenuhi  persyaratan  sesual  dengan ketentuan

Peraturan Presiden mengenai persvaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara;

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan BSipil yang mengatur mengenai
pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
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pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 3ipil
yvang mengatur mengenel pencatatan kematian WHNI
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perckaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Hepublik
Indonesia mencatat dalam register akia kematian
dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
kutipan akta kematian disampaikan kepada
Pemohon.

Pasal 65

Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK

dan

dalam database kependudukan dilakukan melalui

penetapan pengadilan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 66

Pencatatan pengangkatan anak terdiri dari:

4.

pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh
WHNI di luar wilavah Megara Kesatuan Republik Indonesia
yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara
setempat; dan

pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh
WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan pengangkatan anak bagl Orang Asing.
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Pasal 67

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 huruf a, dengan memenuhi persyaratan
sesual denpan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.
Pencatatan pengangkatan anak scbapgaimana dimaksud
pada ayal (1), dilakukan dengan tata cara:

H.

Pemchon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatur mengenai
pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara
Eesatuan Republik Indonesia;

petugas pelayanan melalulkan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesual
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipill vang mengatur mengenai
pencatatan pengangkatan anak di wilayvah Negara
Eesatuan Republik Indonesia;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Bisdukcapil Kabupaten/EKota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

pejabat  Pencatatan  Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten ! Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten /Kota membuat catatan pinggir pada
register akta kelahiran dan kutipan akia kelahiran;
dan

pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
KabupatenKota atan UFT Disdukcapil
Kabupaten/Kota. menyerahkon  kutipan  akis
kelahiran wang telah diberikan catatan pinggir
kepada Pemohon.
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Paszal 68

Pencatatan pengongkatan anak warga negara asing oleh

WHNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yvang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara

setempat dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilaperkan
kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi
persyaralan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenal  persyaratan dan  tata cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaparan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
serta menyerahkan persyaratan sesual  dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenad persyaratan
dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil wvyang mengatur mengenai pencatatan
penpgangkatan anak warga negara asing oleh WNI di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

L. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persvaratan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengatur mengenai pencatatan penganghkatan
anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia;

©. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia vang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pecjabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia menerbitkan surat keterangan
pengangkatan anak; dan
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surat keterangan pengangkatan anak diberikan
kepada Pemohon.

Pasal 69

(1} Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh
WHNI di luar wilayah Nepara Kesatuan Republik Indonesia
dalam hal negara sctempat tidak menyclenggarakan
pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh
WNI bagi Orang Asing scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf ¢, dicatatkan pada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesual dengan

()

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimeksud
pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

A.

Pemohon mengisi dan menandatangani formuli
serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan
dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang mengatur mengenai pencatatan
pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan pengangkatan anak warga negara asing
oleh WNI bagi Orang Asing;

pejabat  pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketenluan
Peraturan Presiden mengenai persvaratan dan tata
cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang mengatur mengenal pencatatan pengangkatarn
anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah
Megara Kesabuan Republik Indonesia dalam hal
negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan pengangkatan anak Warga negara asing
oleh WHI bagi Orang Asing;
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petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis date kependudukan
melakukan perekaman date pelaporan ke dalam
hasgis data kependudukan;

pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia menerbitkan surat keterangan
pengangkatan anak; dan

surat keterangan pengangkatan anak diberikan
kepada Pemohon.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:

pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan

pencatatan pengakuan anak yvang dilahirkan di uar
perkawinan  yang sah  menurut  hulkum
agama,/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain poncatatan sebagnimana dimaksud pada ayat (1),
terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yvaitu:

H.

pencatalan pengakuan anak bagi WNI Bukan
Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan

pencatatan pengakuan anak vang dilahirkan di luar
perkawinan YEng sah menurut hukum
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Nepara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 71

Pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi perayaratan
sesuai dengan ketentusn Peraturan Presiden Mengera
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persvaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Pencatatan pengakuan anak sehagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara;

a,

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menverahkan persyaratan sesuai
denpgan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan BSipil yang mengatur mengenai
pencatatan pengakuan anak di wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesiai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencalatan pengakuan anak di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam data basis kependudukan;

pojabat  Pencatatan  Sipill  pada Disdukcapil
Kabupaten {Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kola mencatal dalam register akia
pengakuan anak dan menerbitkan luatipan akta
pengakuan anak;

pejabat  Pencatatan  Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten [ Kota atau uPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam
register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
dan

kutipan akta pengakuan anak dan kulipan akta
kelahiran yang telah diberikan ecatatan pinggir
disampaikan kepada Pemohon.
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Pasal 72

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud

daleom Pasal 70 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai  persyaratan dan tate cara  Pendafltaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya

berupa:

a. kutipan akta kelahiran;

b. KK; dan

c. KTP-el

Pencatatan pengakuan anak scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangam formulir
pelaporan serta menyerahkan persvaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pendudulk
dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. petugas pelavanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
denpan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang mengatur mengenad pencatatan pengakuan
anak;

c. petugas pada Disdulkcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Dizdukecapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam data basis kependuduken;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukeapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam
register akta kefahiran dan kutipan akta kelahiran;
dan

e. lutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan
pinggir disampaikan kepada Pemaohon,
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Pazal V3

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 avat (2) huruf &, dilaporkan pada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi

persvaratan:

a, surat pernyataan pengakuan anak dari ayvah biclogis
yang disetujui oleh ibu kandung;

b.  surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
pemuka agama atau  penghayal kepercaysan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

¢. kutipan akta kelahiran anak; dan

d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pelaporan pencatatan pengakuan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilalukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persvaratan
sebapaimana dimaksud pada ayat (1);

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1);

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mencatat dalam register akta penpakuan
anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan
anak;

€. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia membuat catatan pinggir dalam register
akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

f. loutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta
kelahiran vang telah diberikan catatan  pinggir
disampaikan kepada Pemohon.
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Paszal 74

Pencatatan pengakuan anak scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (2] huruf b, dilaporkan pada

Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi

persyaratan:

a, salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang
berwenang =esuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b kulipan akta kelahiran anak; dan

¢. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pencatatan pengakuan anak sebagaimans dimaksud

pada ayat (1), dilaltukan dengan tata cara:

a. pemochon mengisi dan menandetangani formulir
pelaporan serta menverahikan persyaratan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. pejabat pada Perwakilan Hepublik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

e. Perwakilan Republik  Indonesia  yang dapat
mengakses basis data kependudukan melalkukan
perekaman data pelaporan ke dalam basia data
kependudulkan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia membuat catatan pingpir dalam regisier
akta kelahiran dan kutipan akia kelahiran; dan

e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan

pinggir disampaikan kepada Pemohon,

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Penpgesahan Anak

Pasal 75
Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:
a. pencalatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI
dan Orang Asing di wilavah Negara Kesabnan
Republik Indonesia; dan
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b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah
Megara Kesatuan Republik Indonesia vang dilahirkan
sebelum  orangtuanya melaksanakan perkawinan
sah menurat hulum agama atau  kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Selain pencatatan sebapaimana dimaksud pada ayat (1),

terdapal pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:

a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan
Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan

b, pencatatan pengesahan anak bagi WHNI Bukan
Penduduk di luar wilayah Megara Kesatuan Republik
Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya
melaksanakan perkawinan sah menurul hukum
agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

Pasal 76

Pencatatan pengesahan anak achagaimane dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi

persyaratan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai  persyaratan dan tata cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan pengesahan anak scbagaimana dimaksud

poda ayat (1), dilakukan dengan tata cara;

a. Pemohon mengisi dan mepnandatangani formulir
pelaporan serta menyerahkan persyaratan scsuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan pengesahan anak;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap Jformulir pelaporan dan  persyaratan
sthagaimana dimaksud dalam huruf a;

o, petugas pada Disdukeapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/ Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;
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d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten /Kota atan UPT Disdukeapil
Kabupaten/Kota mencatat dalam register akia
penpesahan anak dan menerbitkan kutipan akta
pengesahan anal;

¢, pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggr dalam
register akia kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
dan

. kutipan akta penpesshan anak dan kutipan akta
kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir
disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 77
Pencatatan pengesahan anak sebageimans dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi
persyaratan sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai  persyaratan dan  tata cara  Pendafltaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya

berupa:

&, kutipan alkta kelahiran;
b. KK;dan

.  KTP-el

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaloukan dengan tata cara:

a, Pemohon mengisi dan menandatangani formulic
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
pereyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. pelugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
sehagaimana dimaksud pads ayat (1});

c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
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data dalam basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atan UFT Disdukcapil
Eabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam
repister akia kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
dan

e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan
pingeir dissmpaikan kepada Pemohon.

Pasal 78

Pencatatan pengesahan anak scbegaimana dimaksud

dalam Pasal 75 ayat (2] hurul a, dilaporkan pada

Perwakilan Republik Indonesia dengan  memenubhi

persyaratan:

a. kutipan akta kelahiran;

b. lkutipan alkta perkawinan yang menerangkan
terjadinva  peristiwa perkawinan  agama atau
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi
sebelum kelahiran anak; dan

c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pelaporan pencatatan pengesahan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tala cara:

a, Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta  menyerahkan — persyaratan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1);

c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republk
Indonesia mencatat dalam register akta pengesahan
anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan

anak;
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prjabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia membuat catatan pinggir dalam register
akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta
kelahiran vyang telah diberikan catatan pinggir
disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 79

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (2} hurafl b, dilaporkan pada
Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi
persyaratan:

H.

b.

c.

salinan penctapan pengadilan dari pengadilan yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

kutipan akta kelahiran; dan

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pencatatan pengesahan anak schagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

d.

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan  serta  menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada avat [1);

pejabat  pada Perwakilan Republik [ndonesia
melakulkan verilikasi dan validasi terhadap lormulir
pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

petugas pada Perwakilan Republik Indonesia vang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudukan;

pejabat Pencatatan Sipil pads Perwakilan Republik
Indonesia membuat catatan pinggir dalam register
akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
kutipan akta kelahiran vang telah diberikan catatan
pinggir disampaikan kepada Pemohon.
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Bagian Kesebelas
Fencatatan Perubahan Nama

Pasal 80

Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan

memenuhi persyaratan sesuai dengan lketentuan

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, dilakukan dengan tata cara:

H.

Pemohon mengisi dan menandatangani formoalic
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesual
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenal
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengatar mengenai
pencatatan perubahan nama;

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil wvang mengatur mengenai
pencatatan perubahan nama;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Eota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukecapil
Kabupatet:/ Kota atall UPT Disdulkcapil
Kabupaten/Kota memberikan calatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatalan Sipil; dan '
kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan
catatan pinggir disampailean kepada Pemohon.
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Bagian Keduabelas
Penicatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 81

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

a.

(1]
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pencatatan  perubahan status kewarganegaraan dari
warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

pencataten  bagi anak wang lahir dan perkawinan
campuran, yang telah memilih menjadi WHNI atau warga
negara asing; dan

pencatatan perubahan  status kewarganegaraan WHNI
menjadi warge negara asing di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 82

Pencatatan perubahan status kewarganegarsan dari

warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81 huruf a, dengan memenuhi persyaratan

sesual dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaralan dan tata cara Pendallaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan slatus kewarganegaraan

sebapaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

tats cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formuli
pelaporan serta menverahkan persvaratan sesual
dengen ketentuan Peraturan Presiden mengensi
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari
warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. petugas pelayanen melakukan verifikasi dan validas:
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
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persyaratan dan tata cara Pendaflaran Pendudul
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari
warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

¢, petugas pada Disdukeapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman
data dalam basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Sipil peada Disdukcapil
Kabupaten/ Kota atau UPFT Disdukcapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil; dan

e. lkutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan
catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan

oleh negara lain, diterbitlkan surat keterangan pelaporan

perubahan status kewarganegaraan scbagai penggent
catatan pinggir.

Pasal 83

Pencatatan bagi anak wyang [ahir dar perkawinan

campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga

negara. asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan
tata cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan bagi anak wyang lahir dan perkawinan

campuren scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir
pelaporan serta menverahkan persyvaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipill yang mengatur mengenai
pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan
campuran, vang telah memilih menjadi WNI atau
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Wargsa Negara asing,;

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesual
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengensai
pencatatan bagl anak yang lahir dari perkawinan
campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau
WATgE Negara asing;

petugas pada Disdukcapil Kabupaten /Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwalalan
Republik Indonesia melakukan perckaman dats
dalam basis data kependudukan;

pejabat  Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota  atau Perwakilan  Republik
Indonesia membuat catatan pinggir pada register
akta Pencatatan Sipil dan lkutipan akta Pencatatan
Sipil: dan

kutipan akta Pencatatan Sipil vang telah diberikan
catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon.

Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan
oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan

perubahan status kewarganegaraan scbagai pengganti

catatan pinggir.

Pasal B4

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WHNI
menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan
Eepublik Indonesia dengan memenuhi persvaratan:

B

petikan keputusan menteri yang menyelenpgarakan
urusan pemerintaban di bidang hukum dan hek

asasi  manusia  tentang perubahan  status

kewarpanegaraan:
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b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

¢, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Dalam hal Petikan Keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf a tdak dipenuhi,

Perwalkilan Republik Indonesia menerbitkan surat

keteranpgan pelepasan  kewarganegaraan Indonesia

dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara
setempat.

Pencatatan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi

warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dan ayat (2, dilakukan dengan tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulic
pelaporan dengan menyerahkan persvaratan;

b. petugas pada Perwakilan HRepublik Indonesia
melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan;

c, petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang
dapat mengakses basis data kependudukan
melakukan perekaman data pelaporan ke dalam
basis data kependudulkan;

d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan
kewarganegaraan Indonesia dan membuat catatan
pingeir pada kutipan akta Pencatatan Sipil;

e¢. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik
Indonesia mengirim data perubahan  status
kewarganegaraan kepada menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan
status kewarganegaraan untuk diteruskan kepada
Menteri melalui Direkiur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

f. Menteri meneruskan kepada Disdulkcapil
Kabupaten /Kota dan UPT Disdukcapil
Kabupaten,/Kota yang menerbitkan akta Pencatatan
Sipil; dan
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pejabat  Pencatatan  Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten [ Kota dan UPT Disdukeapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 85

Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya

dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesual dengan

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pencatatan perubahan Penistiwa Penling lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakuksn dengan
tata cara:

il.

Pemohon mengisi dan menandatangani  [ormulic
pelaporan serta menyerahkan persyvaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pendudulk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
petugas pelavanan melakukan verifikesi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil vang mengalur mengenai
pencatatan perubahan Penstiwa Penting lainnya;
petugas pada Disdukeapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten /Kota melakulan perekanan
data ke dalam basis data kependudukan;

pejabar  Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten / Kota atau UPT Diadukcapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta
Pencatatan Sipil; dan



e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan
catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatalan Sipil

Pasal B

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:

{1)

{2)

pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan
permohonan dan subjek akta di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

pencatatan pembetulan akta Pencatatan Bipil dengan
permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

pencatatan  pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa
permohonan dar subjek akta di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan

pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa
permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 87

Pencatatan pembetulan akta  Pencatatan  Sipil

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huraf a dan

huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketenituan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan
tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan  pembetulan  akta  Pencatatan — Sipil

sebapaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

Lala cara;

a. Pemohon mengisi dan menandatangani [ormoulic
pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai
dengan  ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persvaratan dan tata cara Pendaftaran Pendudulk
dan Pencatatan  Sipil vang mengatar mengenai
pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
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petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
denpan  ketentuan Peraturan Presiden menpenai
persyaratan dan tats cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapll Kabupaten/Kota atau Perwakilan
Republik Indonesia melakukan perckaman data ke
dalam basgis data kependudukan;

pejabat Pencatatan  Sipill  pada  Disdulkcapil
Kabupaten /Kota atau UPT Drisdukcapil
Kabupaten | Kota atau Perwakilan Republik
Indonesia membuat catlatan pinggir pada register
akta Pencatatan Sipil menpgenal pembetulan akta;
pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta
Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta
Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan

kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan
diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 88

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 humif o dan huruf d, dilakulkan
pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan

kepada Pemohon.

Bagian Kelimabelas
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 89

(1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi
Penduduk harus memenuhi persyaratan:

L.

b

salinan putusan pengadilan yang telah mempunyal
kekuatan hukum tetap;
kutpan akia Pencatatan Sipil vang dibatalkan;
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c. KK, dan

d.  KTP-el

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat

dilakukan denpgan cara tanpa melalui
pengadilan/ Contrarius Actus.

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan

tata cars!

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formuli
pclaporan serta menyverahkan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaltaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencetatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi
Pendudulk;

b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai
persyaratan dan tata cara Pendaltaran Pendudulk
dan Pencatatan Sipil yang menpatur mengenai
pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi
Penduduk;

c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perckaman
data ke dalam basis data kependudukan;

d. pejabat Pencatatan Bipil pada Disdukeapil
Kabupaten/Kota atau UPT Dirdukcapil
Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada
register akta Pencatatan Sipil;

e. pejabal  Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukecapil
Kabupaten,/Kota mencabut kutipan akta Pencatatan
sipll; dan

f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil
Kabupaten, Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten;/ Kota menerbitkan register aliia
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FPencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil
sesuai dengan putusan pengadilan.

(4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalu
pengadilan/ Contrarius  Actus  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], dilakukan di wilavah Negara Kesatuan
Republik Indenesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan tata cara:

.

Pemohon mengisi dan menandatangani  formulir

pelaporan serta menyerahkan persyaratan:

1.  kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

2, dokumen pendulung vyang —menguatkan
pembatalan;

3. EKK;

4. KTP-cl; atau

&, surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

petugas pelayanan melakukan verifikagi dan validas:

terhadap Jformulir pelaporan dan persyaratan

sehagaimana dimaksud dalam hurmaf a;

petugas pelavanan melakukan perckaman data ke

dalam bagis data kependudukan; dan

pejabat  Pencatatan Sipil pada Disdukcapil

Kabupater /Kota atan LPT Disdukecapil

Kabupaten/Kota  atau  Perwakilan Republik

Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil;

dan

pejabat  Pencatatan  Sipil pada  Disdukcapil

Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten /Kota atau Perwakilan Republik

Indonesia menerbitkan register akta Pencatatan Sipil

dan lkutipan akta Pencatatan Sipil sesual dengan

permohonan.
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Bagian Keenambelas
Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 90
Register akta Pencatatan Sipll den kutipan akia Pencatatan
Sipil dapat diterbitkan kembali olch  Disdukcapil
Kabupaten/Kota.

Pasal 91

(1} Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 karena rusak
atau hilang.

(2) Penerbitan kembali  register akta Pencatatan  Sipil
achagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di
tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili
Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau
fotokopi kutipan alkta Pencatatan Sipil.

FPagal 92

(1} Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 karena rusak,
hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak
yvang bersengheta.

(2} Penerbitan kembali kutipan akia Pencatatan Sipil
sehagaimana dimaksud pada ayatr (1), dilakukan di
temnpat domisili Pendudulk,

(3) Penerbitan kutipan akita Pencatatan Bipil yvang rosak
sebapaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
permohonan dengan melampirkan  kutipan  akta
Pencatatan Sipil vang rusak.

(4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan 3ipil yang hilang
sthagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
permohonan  dengan melampirkan sorat  keterangan
hilang dari kepolisian,

{(5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada
dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa



sehagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 93

Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah
pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

(1)

()

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SECARA DARING

Pasal 94

Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2, dilaksanakan

melalul web dan ADM.

Pelayanan dokumen kependudukan secara daring

melalui web sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakulkan dengan tata cara:

a. Penduduk melakuksn  permohonan  layanan
administrasi kependudukan;

b. Penduduk memilih jenis lavanan dan mengunggah
persyvaratan serta memilih jadwal pelayanan yang
disediakan:

c. Penduduk mencetak jadwal pelavanan dan
membawa ke Disdukcapil Kabupaten/Kotm, UPT
Disdukeapil Kabupaten/Kota atau Perwalkilan
Eepublik Indonesia; dan

d. proses pelayanan penerbilan dokumen
kependudukan  dilaksanakan sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan dokumen kependudukan secara daring

melalui kombinasi web dan ADM scbagaimana dimaksud

pada ayat (1}, dilakukan dengan tata cara;

a, Penduduk melakukan permohonan pendaftaran
akun ADM melahui Disdukcapil Kabupaten/Kots
ataul UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
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b. petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
dan validasi data Pemohon dan menerbitkan akun
ADM yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun;

o. petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota mengirimkan PIN dan
QR Code serta informasi penggunaan sidik jari
kepada Pemohon untuk akses ADM melalui layanan
pesan singkat dan surat elektronil;

d. Pemohon menggunakan kombinasi PIN, QR Code
dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
untuk masuk ke dalam aplikasi ADM;

€. Pemohon mengikuti penjelasan dalam layanan ADM
untuk memilih layanan dokumen kependudukan
sesual dengan yang dimohonkan; dan

f. Pemohon mendapatkan hasil layanan dokumen
kependudukan,

Ketentuan mengenai persyaratan pelayanan secara

daring berlaku sccara mutatis mutandis terhadap

persyaratan  pelayanan administrasi  kependudukan
secara manual,

Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan

oleh Disdukecapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil

kabupaten/kota dan Perwakilan Republik [ndonesia
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95
Dalam hal terjadi Peristiwa Penting vang dialami oleh
Orang Asing vang tidak memiliki dokumen keimigrasian
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dapat diterbitkan surat keterangan olch Disdukcapil
Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting.
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Surat keterangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan berdasarkan persyaratan berupa bukti
Peristiwa Penting yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang  vang menyatakan terjadinya Peristiwa
Penting.

Fasal 96

Pencatatan Peristiwa Penting bagi Orang Asing vang tidak

memiliki dokumen keimigrasian di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilalukan dengan tata cara:

a,

(1)

()

Pemohon mengisi dan menandatangani  formulir
pelaporan serta menyerahkan persvaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 935 ayat (2);

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
terhadap  formulir pelaporan  dan  persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat {2);

petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam
basis data kependudukan dan pencetakan dokumen;
pejabat Pencatatan Sipil pada nsdukeapil
Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting
menerbitkan surat keterangan Peristiwa Penting; dan
sural keterangan Peristiwa Penting diserahkan kepada
Pemohon.

Fasal 97

Sctiap pencatatan Peristiwa Penting yvang dialami oleh
WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib  dilaporkan  oleh WNI  kepada Disdukeapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten,/Kota
di tempat domisili paling lambat 30 [tiga puluh) hari
sejak kembali ke Indonesia.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukecapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota
merekam pelaporan dalam basis data kependudulkan dan
menerbitkan surat keterangan pelaporan.
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Dalam hal pencatatan Peristiwa Penting WNI di [uar
wilayvah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah
dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara
setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat
dilakukan pada Disdukecapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pelaporan  hasil pencatatan  Peristiwa  Penting
sehagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan
persyaratan berupa bukiti pencatatan Peristiwa Penting
yvang diterjemahkan olch penerjemah tersumpah atau
sural pernyataan tanggung jawab mutlak,

Pasal 98

Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:

e,

(%)

perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum
dilangsungkan perkawinan,

perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan
perkawinan;

perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan pencatatan  perkawinannya
dilakukan di lunar wilayah Negara Kesatuen Republik
Indonesia; dan

perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Pasal 99

Pencatatan  perjanjian  perkawinan  scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 dengan memenuhi persyaratan

berupa:

a. akta perjanjian perkawinan vang dibuat dengan akta
notaris yang berkedudukan di wilavah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b.  kutipan akta perkawinan suami dan ister atau
nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
fotokopi KTP-el: dan
fotokopi KK,
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Pencalalan perjanjian perkawinan dimaksud pada ayat
i1}, dilakukan dengan tata cara:

H.

pelapor mengisi dan menandatangani  formulic
pelaporan seria menverahkan persyaralan
sebagaimana dimaksud pada avat (1];

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan vahdasi
terhadap formulir  pelaporan dan  persyaratan
sehagaimana dimaksud pada avat (1);

petugas pada Disdukeapil Kabupaten /Kota atau UPT
Diadukcapil Kabupaten /Kola melalkukan perelkaman
data formulir pelaporan ke dalam basis data
kependudukan;

pejabat  Pencatatan  Sipil pada  Disdukcapil
Kabupaten /Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten /Kota membuat catatan pinggir dalam
register aklta perkawinan dan kutipan perkawinan
atau menerbitken surat ketcrangan jika pencatatan
perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan
catatan pinggir atau surat keterangan diberikan

kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlak:

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 12 Tahun 2010
ientang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan
Aleta yang Diterbitlian Negara Lain;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor @ Tahun 2016
tentang Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita
Negara Republik Indonesia Tehun 2016 Nomor 325];
Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu
Keluarga, Register dan Kulipan Akta Pencatatan Sipil

H.
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1764);
dicabut dan dinyatakan tidak berlalo,

Pasal 101
Peraturan Menteri ini mulai berlakua pada tanggal
diundangkan.
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Agar setap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jalarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

tod
MUHAMMAD TITCO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019,

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1789,

Balinan sesuai dengan aslinya




